Lampiran 1

FATWA

DEWAN SYARI’AH NASIONAL

Nomor: 31/DSN-MUI/V1/2002
Tentang

PENGALIHAN HUTANG

Dewan Syari’ah Nasional, setelah

Menimbang

Mengingat

e S )

bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi
kebutuhan  masyarakat  adalah membantu  masyara-kat  untuk
mengalihkan transaksi non-syari’ah yang telah berjalan menjadi
transaksi yang sesuai dengan syari’ah;
bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan
masyarakat tersebut dalam berbagai produknya melalui akad pengalihan
hutang oleh LKS;
bahwa agar akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan Syari’ah Islam,
DSN memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk
dijadikan pedoman.
Firman Allah SWT, QS. Al-Ma’idah [5]:1:
U P PP i [
“Hai orang yang beriman! Penuhilah agad-aqad itu... .
Firman Allah SWT, QS. al-Isra’ [17]: 34:
Yiilaa OIS Sgal) &) ealy 138505
“..dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungan jawabnya.”
Firman Allah SWT, QS. al-Bagarah [2]: 275:
AR\ P s N
“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan meng-aramkan riba...”.
Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong

dalam perbuatan positif, antara lain QS. al-Ma’idah [5]: 2:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah
amat berat siksa-Nya. ”
Firman Allah SWT., QS. al-Bagarah [2]: 275:
) 1508 £y 5 (ol AL AR gl 5 S ) s Y D0 G50 G
(Glls s 4B 8 435 (e Ao 5a 4515 5 D0 DA @l N JaTs 0 e
O3A b b N Clatal i fE e G il 82l
“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan

riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan



Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu
terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba),
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya.”
Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani,
Nabi s.a.w. bersabda:
Y aehasha o §salialls Woa Jab 5 Y38 a0 e §) Gualiaddl G s ALl
L Al 5 ¥a e s
“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.”
Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, dan yang lain,
dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
oY HoaY
“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang
lain.”
Kaidah Figh:
L35 e J8 0% O ) Ay cSalaz) i (sl
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada
dalil yang mengharamkannya.”
“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”
035m0 A ia 035 S 45T
“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”
g A IS Caally Cutdl
“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan
sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan
dengan syari’at.”
Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Rabu,
15 Rabi’ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002.
MEMUTUSKAN
FATWA TENTANG PENGALIHAN HUTANG
Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:
Pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari
bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan
syariah;
Al-Qardh adalah akadpinjaman dari LKS kepada nasabah dengan
ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang
diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian
yang telah disepakati.
Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (hutang)



Kedua

Alternatif |

Alternatif 11

Alternatif 111

Alternatif IV

kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian asset,
yang ingin mengalihkan hutangnya ke LKS.

Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan
belum lunas pembayan kreditnya.

Ketentuan Akad

Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:

LKS memberikan gardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut
nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian, asset yang
dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh ( <l
plll).

Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil
penjualan itu nasabah melunasi gardh-nya kepada LKS.

LKS menjual secaramurabahah aset yang telah menjadi miliknya
tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa
DSN nomor: 04/DSN-MUI/IVV/2000 tentang Murabahah berlaku pula
dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana
dimaksudalternatif I ini.

LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga
dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan
nasabah terhadap asset tersebut.

Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud
angka 1 adalah bagian asset yang senilai dengan hutang (sisa cicilan)
nasabah kepada LKK.

LKS menjual secaramurabahah bagian asset yang menjadi miliknya
tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku
pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana
dimaksud dalamalternatif Il ini.

Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh (sl <llll) atas
aset, nasabah dapat melakukan akad ljarah dengan LKS, sesuai dengan
Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/1V/2002.

Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah
dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor
19/DSN-MUI/IV/2001.

Akad ljarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh
dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan
sebagaimana dimaksudkan angka 2.

Besar imbalan jasa ljarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh
didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah
sebagaimana dimaksudkan angka 2.

LKS memberikan gardh kepada nasabah. Dengan gqardh tersebut
nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian, asset yang
dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh ( <l
plll).



2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil
& g 2w 71 benjdalan itu nasabah melunasi gardh-nya kepada LKS.
@J)‘-‘}')J Q\L-L/g

K o‘i"’rfenyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada

DEWAN SYARIAH NASI . , .
National Sharida3a35 -“Fn@é‘ﬂ&'ﬁ%ﬂ%%%%@'yah bi al-Tamlik.
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Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

88!
DSN nomor: 27/DSN-MUI/111/2002 tentang al-1jarah al-Muntahiyah bi

al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan

Hutang sebagaimana dimaksud dalamalternatif IV ini.
Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisinan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Rabi’ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Machfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin
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FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
Nomor 73/DSN-MUI/X1/2008
Tentang
Musyarakah Mutanagishah

a2 1 A

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

Menimbang

Mengingat

bahwa pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam
kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun
resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses
kepemilikan aset (barang) atau modal;

bahwa kepemilikan aset (barang) atau modal sebagaimana dimaksud
dalam butir a dapat dilakukan dengan cara menggunakan akad
musyarakah Mutanagishah;

bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,
DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Musyarakah

Mutanagishah untuk dijadikan pedoman.

Firman Allah SWT:
a. QS. Shad [38]: 24:

Lo Oty clAlZall | shac 5 1350 G 9 pmas o gt ad SR Ga 17K G5

.

"

. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyarikat itu
sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang

yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka

n

ini....
b. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

. asmlly 1550 15l Gl i
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...."

Hadis Nabi:
Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

Lhdal GA 136 cialia Wadal 345 2l L (050 6 G 05 a8 al &)
"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang

bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain.
Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka." (HR. Abu



Memperhatikan

Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW

bersabda:

Se Gsalialls s Jal 5 Y8 e Al Y1 Gudiadl G s Al
DA 38T 5 938 258 U5 ) el

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat
dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan
yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang

halal atau menghalalkan yang haram."

Tagrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh
masyarakat pada saat itu sebagaimana disebutkan oleh al-Sarakhsiy
dalam al-Mabsuth, juz 11, halaman 151.

Ijma’ Ulama atas bolehnya musyarakah sebagaimana yang disebut oleh
Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, juz V, halaman 3 dan al-Susiy
dalam Syarh Fath al-Qadir, juz VI, halaman 153.

Kaidah Fikih:

lea A3 o (AN % &1 ) Aalyi el s 3

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai

ada dalil yang mengharamkannya."

Pendapat para ulama; antara lain:
a. Ibnu Qudamah, al-Mughni,(Bayrut: Dar al-Fikr, t.th),juz 5, hal. 173:

ot dlle (5 A% A Gla Ae 4% Alas (KRN AT G 5

"Apabila salah satu dari dua yang bermitra (syarik) membeli porsi
(bagian, hishshah) dari syarik lainnya, maka hukumnya boleh, karena
(sebenarnya) ia membeli milik pihak lain."

b. Ibn Abidin dalam kitab Raddul Mukhtarjuz I11 halaman 365:
S a5 G50 Y (ooaY dilas Jid 8 &0 AT e 5

"Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra (syarik) dalam
(kepemilikan) suatu bangunan menjual porsi (hishshah)-nya kepada pihak
lain, maka hukumnya tidak boleh; sedangkan (jika menjual porsinya
tersebut) kepada syarik-nya, maka hukumnya boleh."

¢. Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Muamalah Al-Maliyah Al-



Muasirah, hal. 436-437:
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Ly (JA e R il A olie 3858 5 ) o G
g3l 553k a5 G o
e 13 Ul (34 51 UK oA Atfas Gaslad) s A58 el Sy

"Musyarakah mutanagishah ini dibenarkan dalam syariah, karena —
sebagaimana ljarah Muntahiyah bi-al-Tamlik—bersandar pada janji dari
Bank kepada mitra (nasabah)-nya bahwa Bank akan menjual kepada mitra
porsi kepemilikannya dalam Syirkah apabila mitra telah membayar
kepada Bank harga porsi Bank tersebut.

Di saat berlangsung, Musyarakah mutanagishah tersebut dipandang
sebagai Syirkah 'Inan, karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi
ra'sul mal, dan Bank mendelegasikan kepada nasabah-mitranya untuk
mengelola kegiatan usaha. Setelah selesai Syirkah Bank menjual seluruh
atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini
dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan akad Syirkah."

d. Kamal Taufig Muhammad Hathab dalam Jurnal Dirasat Igtishadiyyah
Islamiyyah,Muharram 1434, jld. 10, volume 2, halaman 48:

Gl Ll dlas o108 (e S sl o B s G G Waihay AS5LAD ) G0
G Rl Aas jo 56 ASAN (e £ AR (&R AT 351 AR (3N G gl

AN 8 Dl s1SHH (B ) ) ¢ iRl ) s

"Mengingat bahwa sifat (tabiat) musyarakah merupakan jenis jual-beli --
karena musyarakah dianggap sebagai pembelian suatu porsi (hishshah) secara
musya' (tidak ditentukan batas-batasnya) dari sebuah pokok-- maka apabila
salah satu mitra (syarik) ingin melepaskan haknya dari syirkah, maka ia
menjual hishshah yang dimilikinya itu, baik kepada pihak ketiga maupun
kepada syarik lainnya yang tetap melanjutkan musyarakah tersebut."

Nuruddin Abdul Karim al-Kawamilah, dalam kitab al-Musyarakah al-
Mutanagishah wa Tathbigatuha al-Mu ‘ashirah, (Yordan: Dar al-Nafa’is,
2008), hal. 133:

Gl R, 285l g ) z\;ﬁi 38T e AaslEa) A5 Gl 5 D) AL clla g
sl &350 el iR 535 o1 (3% e Gy A8ty G ) Sia

"Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa Musyarakah Mutanagishah
dipandang sebagai salah satu macam pembiayaan Musyarakah dengan
bentuknya yang umum; hal itu mengingat bahwa pembiayaan musyarakah
dengan bentuknya yang umum terdiri atas beberapa ragam dan macam yang

berbeda-beda. Dilihat dari sudut "kesinambungan pembiayaan" (istimrariyah



al-tamwil), musyarakah terbagi menjadi tiga macam: pembiayaan untuk satu
kali transaksi, pembiayaan musyarakah permanen, dan pembaiayaan
musyarakah mutanagishah."

2. Surat permohonan dari BMI, BTN, PKES dan lain-lain.
3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari‘ah Nasional pada hari Jumat,
tanggal 15 Zulga’dah 1429 H./ 14 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA MUSYARAKAH MUTANAQISHAH

Pertama : Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Musyarakah Mutanagishah adalah Musyarakah atau Syirkah yang
kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang
disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;

2. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah
(musyarakah);

3. Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang
bersifat musya’;

4. Musya’ (z\is)adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah
(milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya
secara fisik.

Kedua : Ketentuan Hukum

Hukum Musyarakah Mutanagishah adalah boleh.



Ketiga

Ketentuan Akad

1.

Akad Musyarakah Mutanagishah terdiri dari akad Musyarakah/ Syirkah
dan Bai’ (jual-beli).
Dalam Musyarakah Mutanagishah berlaku hukum sebagaimana yang
diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di
antaranya:
a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat
akad.
b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang
disepakati pada saat akad.
c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.
Dalam akad Musyarakah Mutanagishah, pihak pertama (salah
satu syarik, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya
secara bertahap dan pihak kedua (syarik yang lain, nasabah) wajib
membelinya.
Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai
kesepakatan.
Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshah LKS —sebagai

syarik-- beralih kepada syarik lainnya (nasabah).



Keempat : Ketentuan Khusus

1.

Aset Musyarakah Mutanagishah dapat di-ijarah-kan kepada syarik atau
pihak lain.

Apabila aset Musyarakah menjadi obyek ljarah, maka syarik (nasabah)
dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati.
Keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan
nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus
berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti
perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.
Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan asset Musyarakah syarik (LKS)
yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan
disepakati dalam akad.

Biaya perolehan aset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan

biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

Kelima : Penutup

1.

Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan sesuai kesepakatan berdasarkan prinsip syariah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkandi : Jakarta
Tanggal : 15 Dzulga’dah 1429 H

14 Nopember 2008 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Drs. H.M. Ichwan Sam
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Mas)id Istiglal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Iax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
Nomor 54/DSN-MUI/X/2006
Tentang
Syariah Card

e Dl e 1 A oy

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan
bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah
dipandang perlu menyediakan sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran
dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan
pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi,
termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai,
di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dijamin dan dipenuhi terlebih
dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban
melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut kepada penerbit pada
waktu yang disepakati secara angsuran;

b. bahwa Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga (interest) sehingga
tidak sesuai dengan prinsip syariah;

c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai syariah,
DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Syariah Card ( 4
oki¥l) yang fungsinya seperti Kartu Kredit untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:
. QS. al-Ma-idah [5]:1:

QD

O ana Ay szal Jaa e &l B ) A A &1 ST asialy Tyl 14T cad @i g
R AP

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang
ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan
tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

Nya.



b. QS. al-lsra' [17]: 34:
st 8 Seal & exaadly 158505 3 adip 32 Gl o ol ) i e 1508 95

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang
lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa; dan penuhilah janji, sesungguhnya

janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya."
c. QS.Yusuf[12]: 72:
He5a Uiy e Jas 4y ela Gl clldl 150 Sl 1308

"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa
yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat)

beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.
d. QS. al-Ma’idah [5]: 2:

&5 aall el Gl v w3 V5 Gled Vs el i vy A e TS v T Gl e o
aalall e EAa G a3 ik a5 Y5 fAalal Zlia 135 (Disia g 263 e SUiad
A Gl 585 sy Ay e 558 Vs sl D e iy 1588 o a0ad

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi‘ar-syi‘'ar Allah, dan
jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu)
binatang-binatang hadyu, dan binatang-binatang gala'id, dan jangan (pula)
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka
mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya; dan apabila kamu telah
menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi
kamu dari Masjidilnaram, men-dorongmu berbuat aniaya (kepada mereka).
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

e. QS. al-Furgan [25]: 67:
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"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-
lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian."
f. QS.al-lsra' [17]: 26-27:
38 435 SRR &5 Gl A 1598 Gl & 58 Y

"...Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.



Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan

syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."
g. QS. al-Qashash [28]: 26:
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"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai
orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik
yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat

dipercaya.
h. QS. al-Bagarah [2]: 275:
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"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya."”

i. QS. al-Nisa' [4]: 29:
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"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
j.  QS. al-Bagarah [2]: 282:
L SR s Jal ) o 515 1shal G G

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu‘amalah tidak secara tunai sampai

waktu tertentu, buatlah secara tertulis ..."

k. QS. al-Bagarah [2]: 280:
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"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh
sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang)

itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

2. Hadis Nabi SAW antara lain:
a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi
SAW bersabda:
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"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh
dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan
syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang haram."

b. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu
Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:
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"Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas

bahaya dengan bahaya."

¢. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa':
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"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk
dishalatkan. Rasulullah bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat
menjawab, ‘Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadap-kan lagi
jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Mereka
menjawab, "Ya'. Rasulullah berkata, ‘Shalatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri
tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin
utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah
tersebut.”

d. Hadis Nabi riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan lbn Hibban dari Abu Umamah
al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda:

e Fe



"Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menang-gung utang)."

e. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Daruquthni dari Sa'd Ibn Abi
Waqgqash (teks Abu Dawud), ia berkata:
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"Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di
pinggir selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air; maka, Rasulullah
melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami

menyewakannya dengan emas atau perak."

f. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri,
Nabi SAW bersabda:

SoAT Al el i o
"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

g. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:
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"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan
melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong
hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

h. Hadis Nabi riwayat Jama‘ah, (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu
Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Nasa'i dari Abu
Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan
Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Malik dari Abu
Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah), Nabi SAW bersabda:

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu

kezaliman ..."

i. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad dari Syuraid
bin Suwaid, Nabi SAW bersabda:
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"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu,
menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya.”



Memperhatikan

j. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

b KAl )

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam
pembayaran utangnya."”

3. Kaidah Fikih, antara lain:
a. Kaidah:
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"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

mengharamkannya.”
b. Kaidah:
"Kesulitan dapat menarik kemudahan."
c. Kaidah:
3%l Al i (5% 38 4518
"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."”
d. Kaidah:
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"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang
berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat)."

e. Kaidah:
cladd Al la e 238 alaad) 203

"Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas

mendatangkan kemaslahatan."

1. Pendapat fugaha'; antara lain:
a. Imam al-Dimyathi dalam kitab I'anah al-Thalibin, jilid I11, h. 77-78:
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"(Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu [hak] yang akan terjadi
[muncul], seperti piutang dari akad qardh) yang akan dilakukan.... Misalnya
ia berkata: 'Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menjaminnya.’
Penjaminan tersebut tidak sah, karena piutang orang itu belum terjadi
(muncul).

Dalam pasal tentang gardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini --
penjaminan terhadap suatu hak (piutang) yang belum terjadi -- dan
menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam pasal tersebut
adalah sebagai berikut: 'Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini utang
sebanyak seratus... dan aku menjaminnya. Kemudian orang yang diajak
bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau
sebagiannya, maka orang (yang memerintahkan) tersebut adalah penjamin
menurut pendapat yang paling kuat (awjah).' Dengan demikian, pernyataan
pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman
(terhadap suatu hak yang akan muncul [terjadi]) itu tidak sah bertentangan
dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang gardh di atas yang
menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman."

b. b. Khatib Syarbaini dalam kitab Mughni al-Muhtaj, jilid 111, h. 202:
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"(Hal yang dijamin) yaitu piutang (disyaratkan harus berupa hak yang telah
terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin piutang yang
belum terjadi ... (Qaul qadim --Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah penjaminan
terhadap piutang yang akan terjadi), seperti harga barang yang akan dijual
atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat --kebutuhan orang--

terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”
c. As-Syirazi dalam kitab al-Muhadzdzab, juz I, Kitab al-ljarah, h. 394:
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"Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan...
karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda.
Manakala akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya
dibolehkan pula akad ijarah atas manfaat."”

d. Sayyid Sabiq dalam kitab Figh al-Sunnah, jilid 4, h. 221-222 :
e a3 i s 2 A (o gl Ay

"Kafalah (jaminan) harta yaitu kafil (penjamin) berkewajib-an memberikan



jaminan dalam bentuk harta."

e. Mushthafa 'Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh 'Athiyah
Shagr, dalam kitab Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, jilid 5, h. 542-
543:
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"Letter of Credit (L/C) yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji kepada
eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir adalah boleh.
Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah
boleh. Hukum "boleh™ ini oleh Muhsthafa al-Hamsyari didasarkan pada
karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad wakalah,
hawalah dan dhaman (kafalah). Wakalah dengan imbalan (fee) tidak haram;
demikian juga (tidak haram) hawalah dengan imbalan.

Adapun dhaman (kafalah) dengan imbalan oleh Musthafa al-Hamsyari
disandarkan pada imbalan atas jasa jah (dignity, kewibawaan) yang menurut
mazhab Syafi'i, hukumnya boleh (jawaz) walaupun menurut beberapa
pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari
juga menyandarkan dhaman (kafalah) dengan imbalan pada ju'alah yang
dibolehkan oleh madzhab Syafi'i.

Mushthafa 'Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank garansi dan
berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen yang diberikan oleh bank --
atas permohonan nasabahnya-- yang berisi jaminan bank bahwa bank akan
memenuhi kewajiban-kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah.
Musthafa menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi
tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan wakalah atau kafalah; dan kedua
akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan (fee) atas
kedua akad itu tidak diharamkan.

2. Keputusan Hai’ah al-Muhasabah wa al-Muraja’ah li-al-Mu’assasah al-
Maliyah al-Islamiyah, Bahrain, al-Ma ayir al-Syar’ivah Mei 2004: al-Mi’yar
al-Syar’i, nomor 2 tentang Bithagah al-Hasm wa Bithaqgah al-/’timan.
Fatwa-fatwa DSN-MUI :

Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/1V/2000 tentang Pembiayaan ljarah;

Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah;

c. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu

yang Menunda-nunda Pembayaran;
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Menetapkan
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Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh;

Fatwa DSN No0.43/DSN-MUI/VII/2004 tentang Ta’widh.

Surat-surat permohonan fatwa perihal kartu kredit yang sesuai dengan prinsip
syariah dari bank-bank syariah, antara lain dari:

Bank Danamon Syariah;

Bank BNI Syariah; dan

Bank HSBC Syariah.

Hasil Workshop DSN-MUI bekerjasama dengan DPbS-BI, dan Bank
Danamon Syariah yang diikuti pula oleh beberapa bank Syariah, di Ciawi
Bogor, pada Mei 2005.

Pendapat Rapat Pleno pada hari Rabu, 18 Ramadhan 1427 H / 11 Oktober
2006.

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG SYARIAH CARD

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan
hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan
prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir aadalah pihak penerbit kartu
(mushdir al-bithagah), pemegang kartu (hamil al-bithagah) dan penerima kartu
(merchant, tajir atau gabil al-bithagah).

Membership Fee (rusum al- ‘udhwiyah) adalah iuran keanggotaan, termasuk
perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin
menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.

Merchant Fee adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu
sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan
(ujrah) atas jasa perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan
(tahsil al-dayn);

Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan
uang tunai (rusum sahb al-nuqud).

Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit
kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya
yang telah jatuh tempo.

Denda keterlambatan (late charge) adalah denda akibat keterlambatan

pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketentuan Hukum



Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Akad
Akad yang digunakan dalam Syariah Cardadalah

a. Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang
Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari
transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai
dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah,
penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah).

b. Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (mugridh)
kepada Pemegang Kartu(mugtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau
ATM bank Penerbit Kartu.

c. ljarah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran
dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas ljarah ini, Pemegang Kartu
dikenakan membership fee.

Keempat : Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card

a. Tidak menimbulkan riba.

b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.

¢. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan(israf), dengan cara antara lain
menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.

d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi
pada waktunya.

e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Kelima : Ketentuan Fee

a. luran keanggotaan (membership fee)

Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (rusum al- "udhwiyah)
termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai
imbalan (ujrah) atas izin penggunaan fasilitas kartu.

b. Merchant fee
Penerbit Kartuboleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau
pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara (samsarah), pemasaran
(taswiqg) dan penagihan (tahsil al-dayn).

c. Fee penarikan uang tunai
Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud)
sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak
dikaitkan dengan jumlah penarikan.

d. Fee Kafalah

Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas



pemberian Kafalah.
e. Semua bentuk fee tersebut di atas (a sampai dengan d) harus ditetapkan pada

saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

Keenam : Ketentuan Ta’widh dan Denda

a. Ta'widh
Penerbit Kartu dapat mengenakan za 'widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-
biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang
kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

b. Denda keterlambatan (late charge)
Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan

diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui Pengadilan Agama
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkandi : Jakarta
Tanggal : 11 Oktober 2006 M

18 Ramadhan 1427 H
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